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ABSTRAK 

MIFTAH KHOIRUNNISA, (2025) : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir 

Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg Tentang 

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Yuridis 

 

Penelitian ini membahas tantang hak asuh anak yang jatuh kepada ayah. 

Biasanya, hak asuh anak lebih sering diberikan kepada ibu maka dari itu rumusan 

masalah penelitian ini adalah tentang alasan hakim dalam memutuskan perkara 

hak asuh anak dalam putusan No 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg dan tentang bagaimana 

analisis hukum Islam dan hukum yuridis tentang hak asuh anak pasca perceraian. 

adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam putusan 

No 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg dan untuk mengetahui analisis hukum Islam dan 

hukum yuridis tentang hak asuh anak pasca perceraian. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research yaitu 

penelitian pustaka. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutuskan 

hak asuh anak diberikan kepada ayah demi kepentingan terbaik anak dikarnakan 

ibu kurang memenuhi syarat menjadi pengasuh yaitu ibu terbukti telah 

menghalangi ayah untuk bertemu dengan anaknya. hal ini sesuai dengan hukum 

Islam dan hukum yuridis yang mana pada awalnya hak asuh itu diberikan kepada 

ibu tetapi apabila ibu tidak memenuhi syarat seperti tidak amanah lalai dalam 

menjaga anak maka hak asuh bisa berpindah kepada ayah dan pada dasarnya anak 

adalah milik ayah dalam Islam. 

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Yuridis. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Adanya ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan perempuan, 

yang bertujuan untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah, tentunya 

mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis tetapi 

tidak semua hal yang kita inginkan terwujud, timbulnya konflik didalam 

rumah tangga dikarnakan faktor-faktor ketidak cocokan, perselingkuhan, 

dan masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu terjadinya perceraian. 

Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-

usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan 

adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.
1
 Allah berfirman dalam surah 

An-nisa ayat 19: 

بَ انَّزِٔهَ آمَىُُا لََ ٔحَِمُّ نكَُمْ أنَْ حشَِثُُا انىِّغَبءَ كَشٌْبً ۖ  لََ حعَْعُهٌُُهَُّ  ٔبَ أٍَُّٔ ََ
ْٕخمٌُُُهَُّ إلََِّ أنَْ ٔأَحِْٕهَ بِفبَحِؾَتٍ مُبَِّٕىتٍَ ۚ عَبؽِشٌَُهَُّ ببِنْمَعْشَُفِ ۚ نخِزٌَْبَُُا بِبعَْطِ مَب آحَ ئنِْ فَ  ََ

  ّ ٌْخمٌُُُهَُّ فعََغَ ْٕشًا كَثِٕشً  كَشِ ًِ خَ ُ فِٕ ٔجَْعَمَ اللََّّ ََ ْٕئبً  اأنَْ حكَْشٌَُُا ؽَ  
Artinya :  

“Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu 

mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karna hendak mengambil kembali sebagian dari apa 

yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan 

perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara 

yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

kebaikan yang banyak padanya.”
2
 

 

                                                           
       

1 Rusdaya Basri, Fikih Munakahat, Pare-Pare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020, h. 4 
2 Kementerian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, ( Semarang: Raja Publishing, 

2011), h. 80 
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  Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai 

dalam keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka 

jendela yang tidak jelas tersebut, yang ditegaskan dalam firman-Nya, 

yakni “boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah menjadikan 

kebaikan yang banyak padanya”. Mereka tidak tahu bahwa pada wanita 

yang tidak disukai tersebut terdapat kebaikan dan Allah menyimpan 

kebaikan ini bagi mereka, maka tidak boleh melalaikannya.
3
 

Putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka 

membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara 

keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. 

Tentunya hal ini dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang 

dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kodifikasi hukum Islam 

pertama di indonesia yang eksistensinya berdasarkan instruksi presiden 

(Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindak lanjuti dengan 

keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 

21 maret 1985.  

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa 

alasan perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu salah satu pihak berbuat 

zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang 

sukar disembuhkan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

                                                           
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,  Fiqh Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2022), h. 252-253 
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membahayakan pihak lain, kemudian salah satu pihak mendapat cacat 

badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami atau isteri, tidak hanya itu saja tetapi adanya juga alasan 

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan 

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.
4
 

Tentunya setelah terjadinya perceraian orang tua masih memiliki 

kewajiban terhadap anak sesuai berdasarkan pasal 41 undang-undang No 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwasanya baik ibu atau bapak 

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
5
Pada dasarnya 

kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih 

menekankan kepada ibu. pertimbangan nya adalah rasa kasih sayang dan 

lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding 

ayah.
6
 

Dalam kasus perceraian, Islam juga mengatur tentang hak asuh 

anak anak. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah kesejahteraan anak-

anak. Biasanya, dalam hukum keluarga Islam, hak asuh anak diberikan 

                                                           
 
4 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 

h. 92-93 
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 
6 Yaswirman, Hukum Keluarga , (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada Pers, 2013) , cet. ke-2, 

h. 246 
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kepada ibu sebagai pihak yang lebih mampu memberikan perawatan dan 

kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak. namun, ada juga situasi di 

mana hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah atau pihak keluarga 

lainnya jika terbukti lebih sesuai dengan kepentingan anak. Masalah hak 

asuh anak yang diangkat saat perceraian dan penyelesaiannya tergantung 

pada keputusan hakim. Tentu saja syarat dan tata cara yang harus 

ditempuh untuk menentukan orang tua yang berhak mengasuh anak adalah 

apabila hakim memerintahkan salah satu di antara keduanya untuk 

mengasuh anak, keputusan itu harus dihormati. hak asuh anak yang harus 

diperhatikan dalam penilaian hakim adalah sesuai dengan kepentingan 

hukum anak. Maka hakim sangat perlu melihat apakah anak tersebut 

diasuh oleh ibunya ataukah ayahnya memiliki jaminan kehidupan sosial 

dan kesejahteraan yang lebih baik untuk anak. 

Orang tua terus bertanggung jawab tentang kebutuhan anak-anak 

mereka dan memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan kondisi 

kehidupan yang diperlukan untuk perkembangan anak. Jika orang tua 

bercerai, maka pengasuhan dan pendidikan anak tetap menjadi tugas dan 

tanggung jawab orang tua, sekalipun salah satu dari orang tua berhak 

mengurus pendidikan dan pemajuan hak-hak anak yang jelas harus 

didahulukan.
7
 

                                                           
 

7 Fikri dan Agus Muchsin, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam , Pendekatan 

Yurisprudensi Di Pengadilan Agama, ( Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 63-64 
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Peran orang tua dalam mendidik anak tentunya sangat pentig, 

ketika pendidikan yang baik diberikan kepada anak maka akan menjadi 

sebuah perkembangan yang baik untuk masa depannya. dan tentunya anak 

adalah prioritas kedua orang tuanya. Dalam pengasuhan anak, menjaga 

kepentingan terbaik anak adalah yang terpenting. berdasarkan 

pertimbangan tersebut, demi menjaga hak anak atas kesejahteraan, 

perawatan, pengasuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang 

dengan baik, kepentingan terbaik saat ini bagi anak adalah agar anak dapat 

dipelihara dan dilindungi dari dampak lingkungan yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak 

itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
8
 

Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum 

mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan 

perlindungan dari ibunya sebaliknya anak yang berusia 12 (dua belas) 

tahun ke atas berhak untuk memilih ayahnya atau ibunya.
9

 dan hak 

pengasuhan tersebut dapat dicabut atas laporan dari orang tua yang lain 

karena alasan melalaikan kewajiban dan tanggungjawab dan/atau karena 

perilaku yang buruk sekali. 
                                                           

 
8
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 

9 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, op.cit., h. 89-90 
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Sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 

449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg, hak asuh anak jatuh kepada tergugat selaku ibu 

kandungnya dalam putusan 572/Pdt.G/2022/Pa.Ppg. akan tetapi Hal ini 

tidak bisa diterima oleh penggugat selaku ayah kandung anak tersebut, 

dikarnakan tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu 

dengan anaknya dan lingkungan Tergugat tidak baik untuk anak, serta 

Tergugat tidak mengurus anak dengan baik sehingga mengajukan gugatan 

yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan 

putusan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hak asuh anak jatuh pada 

Penggugat selaku ayah kandungnya.  

Kemudian setelah melalui proses persidangan maka hasil dari 

putusan hakim adalah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat 

selaku ayah kandungnya dengan mempertimbangkan banyak hal. 

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam  

anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk 

mendapat perawatan dan perlindungan dari ibunya. Mengetahui fenomena 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul penelitian “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir 

Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg Tentang Hak Asuh Anak 

Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yuridis” 

 



7 
 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian tentunya perlu dilakukan pembatasan masalah 

agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak lari dari pokok 

permasalahan disamping itu agar memudahkan melaksanakan penelitian. 

maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang analisis 

putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg 

mengenai  pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak pasca perceraian. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. Apa alasan hakim tentang memutuskan hak asuh anak pasca perceraian 

dalam putusan No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg ?  

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum yuridis terhadap hak asuh 

anak pasca perceraian ? 

D. Tujuan Dan Manfa’at Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui alasan hakim tentang memutuskan hak asuh 

anak pasca perceraian dalam putusan No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg. 

b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum yuridis 

terhadap hak asuh anak pasca perceraian. 
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2. Manfa‟at Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah 

pengetahuan di bidang hukum Islam, khusunya tentang putusan 

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg 

atas hak asuh anak pasca perceraian. 

b. Secara Praktis 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dan 

bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang ingin mengetahui tentang 

putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 

449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg tentang hak asuh anak pasca perceraian. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan 

ganbaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan   

masalah,    rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II   : KAJIAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori 

hak asuh anak pasca perceraian perspektif hukum islam dan 
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hukum yuridis yaitu : pengertian, dasar hukum hadhanah, hak 

dan kewajiban orang tua dan hak anak setelah perceraian. 

    BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian 

      BAB IV : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No       

449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg Tentang Hak Asuh Anak Pasca 

Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yuridis 

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang penetapan   

hakim terhadap memutuskan hak asuh anak dan analisis 

hukum Islam dan hukum yuridis terhadap hak asuh anak pasca 

perceraian. 

   BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan 

membuat  suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian. 

   DAFTAR PUSTAKAAN 
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BAB II 

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN  

A. Hadhanah  

1. Pengertian Hadhanah  

 Secara bahasa, kata hadhanah berasal dari bahasa arab yaitu 

menjadikan seseorang berada dalam perawatannya. Di mana pihak 

yang merawat disebut dalam bahasa arab dengan istilah hadhin atau 

hadhinah, sedangkan pihak yang dirawat disebut dengan mahdhun.
10

 

hadhanah adalah tindakan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil, 

baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum 

mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannnya, menjaga 

dari sesuatu yang menyakiti, dan merusaknya, mendidik jasmani, 

rohani dan akalnya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan 

memikul tanggung jawab, tetapi perlu dicatat bahwa hadhanah berbeda 

dengan pendidikan.  

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk 

maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadanah. Adapun yang 

dimaksud dengan kaffalah atau hadanah dalam arti sederhana ialah 

“pengasuhan” dan “pemeliharaan”. dalam arti lebih lengkap adalah 

pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus 

perkawinan. hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis 

                                                           
10 Faris El Amin, Fikih Munakahat, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 136 



11 
 

 

antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak 

memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.
11

 

Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan 

rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. sedangkan  

pendidikan yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan 

mungkin pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan 

profesional, sedangkan hadhanah merupakan hak dari hadhin, 

sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.
12

 

Dalam buku Abd. Rahman Ghazaly pengertian hadhanah adalah 

“ meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karna ibu 

waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, 

seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya.
13

 

Pada hakikatnya, pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk 

berbagai kebutuhan primer dan sekunder anak, yang meliputi berbagai 

aspek, seperti pendidikan, kesehatan ketentraman dan aspek lainnya 

yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. dalam ajaran Islam telah 

dijelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami 

sebagai kepala dalam rumah tangga, meski tidak menutup 

kemungkinan tanggung jawab itu beralih ke istri saat suami tidak 

mampu untuk menunaikan kewajibannya oleh karena itu, sangat 

                                                           
 

11  Husnatul Mahmudah, dkk., Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian  (Studi 

Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia), Jurnal Pemikiran  Syariah Dan  

Hukum,  Vol. 2.,  No. 1., 2018, h. 62 
12 Nazhifah Attamimi, Fiqh Munakahat, ( Jakarta: Hilliana Press, 2010), h.60 

 
13 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2, h. 175 
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penting adanya kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri 

dalam memelihara anak sampai dewasa. Yang pada prinsipinya adalah 

rasa tangggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.
14

 

Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari 

orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. 

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat 

ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. 

 Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 2 

mengatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 

(1) ”Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya.” pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus.
15

  

2. Dasar Hukum Hadhanah 

Yang menjadi dasar hukum dari hadhanah adalah firman Allah Swt. 

ٍْٕبَ مَلََئكَِت   انْحِجَبسَةُ عَهَ ََ لُُدٌُبَ انىَّبطُ  ََ ٌْهِٕكُمْ وبَسًا  أَ ََ بَ انَّزِٔهَ آمَىُُا لُُا أوَْفغَُكُمْ   ٔبَ أٍَُّٔ

ٔفَْعَهُُنَ  ََ َ مَب أمََشٌَمُْ  مَب ٔؤُْمَشَُنَ  غِلََظ  ؽِذَاد  لََ ٔعَْصُُنَ اللََّّ  
 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang 

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

                                                           
14 Faris El Amin, op. cit., h. 137 
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 
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kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. 

At-Tahrim (66): 6).
16

 

 

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara 

anggota keluarga dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya 

itu melaksanakan larangan-larangan dan perintah-perintah oleh Allah 

SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. 
17

 

Berdasarkan dari hadis : 

 ِ أنََّ امْشَأةَ لبَنجَْ : ٔبَ سَعُُلَ اللََّّ ََ عه عبذ اللَّ به عمشَ سظٓ اللَّ عىٍمب 

إنَِّ أبَبَيُ  ََ اء ،  َُ حِجْشِِ نًَُ حِ ََ ثذّٔ نًَُ عِمبَء ،  ََ عَبءً ،  َِ إنَِّ ابْىِّ ٌزََا كَبنَ بطَْىِّ نًَُ 

أسََادَ أنَْ ٔىَْضِعًَُ مِىّّ ، فَ  ََ ِ غَهَّمىَِّ  ًِ مَب نمَْ  صلى الله عليه وسلممبَلَ نٍَبَ سَعُُلُ اللََّّ : ) أوَْجِ أحََكُّ بِ

حًَُ انْحَبكِم صَحَّ ََ دَ  َُ ُْ دَا أبَُ ََ ايُ أحَْمَذُ  ََ حىَْكِحِّ( سَ
18  

Artinya: 

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang 

perempuan yang berkata kepada Rasulullah, "Waltai Rasulullah, 

perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, 

pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan 

aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku. “Rasulullah. 

Bersabda, “Engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau 

belum menikah lagi. “ hadis riwayat ahmad dan abu daud. Disahkan 

oleh hakim.”
19

 

 

Selanjutnya berdasarkan surah An- Nisa ayat 9: 

 َ مْ فهَْٕخََّمُُا اللََّّ ٍِ ْٕ َّٔتً ظِعَبفبً خَبفُُا عَهَ ٍِمْ رُسِّ ُْ حشََكُُا مِهْ خَهْفِ نْٕخَْؼَ انَّزِٔهَ نَ ََ
لًَ عَذِ  ُْ نْٕمَُُنُُا لَ ٔذًاََ  

      Artinya:  

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendak lah mereka 

bebricara dengan tutur kata yang benar.”
20

 

 

                                                           
16 Kementerian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, op.cit., h. 560 
17 Nazhifah Attamimi, op. cit., h.60 
18 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-„Asqalani, Bulughul Maram, (CV. Pustaka Assalam), h.252 
19 Hadis No.1151, Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, (Terjemahan) Harun Zen Dan Zenal 

Mutaqin, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Bandung:Jabal,2011), h. 292-293 
20 Kementerian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya , op. cit., h. 78 
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Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik 

dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan 

wanita pengasuh. Dalam hal ini para ulama mazhab sepakat bahwa itu 

adalah hak ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya 

masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah itu.  

Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan 

suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk 

berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan anak masih memerlukan 

penjagaan, pengasuh, pendidikan, perawatan dan melakukan hal demi 

kemaslahatan. Inilah yang bisa disebut dengan perwalian.
21

 Seorang 

anak yang dilahirkan dari rahim ibunya adalah fitrah, dan kedua orang 

tua berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan mendidik anak 

mereka dengan sebaik-baiknya.
22

 

Hukum hadhanah wajib karena anak yang dipelihara akan 

terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian 

nafkah kepadanya. Namun, hukum ini hanya dapat dilaksanakan 

ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan 

memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya 

karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab 

untuk merawat dan mendidik anak tersebut. hal ini disebabkan karena 

                                                           
21

Hikmatullah, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Edu Pustaka,2021), cet. ke-1, h. 130 
22  Bagus Ary Darmawan, dkk., Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan 

Agama Lahat  Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî’ah  Muhammad Thâhir 

Ibn Âsyûr, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1., No. 4., 2024, h. 326 
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si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, 

perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.
23

 

3. Syarat-Syarat Hadhanah 

Seorang hadhin yang menangani dan menyelenggarakan 

kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan 

kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat 

itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan 

menyelenggarakan hadhanah. Adapun syarat-syaratnya antara lain: 

1. Baligh 

2. Berakal: Orang lemah akal tidak akan dapat menyempurnakan hak 

hadhanah. Malikiyah mensyaratkan cerdas, tiada hadhanah bagi 

orang dungu lagi mubazir, Hanabilah mensyaratkan tidak 

berpenyakit sopak atau kusta yang harus di asingkan. 

3. Mampu merawat: dapat memelihara akhlak dan kesehatan badan si 

anak. orang yang uzur, sakit atau sibuk tidak berhak hadhanah. 

Adapun karyawati perusahaan atau pekerja yang pekerjaannya 

menghambat perawatan anak tidak berhak hadhanah, tetapi bila ia 

masih dapat menjaga dan mengurusi anak maka tidak gugur haknya. 

Pekerja di Mesir seperti dokter, karyawati dan semisalnya tidak di 

gugurkan hak hadhanahnya karena ada juga yang mampu mengurusi 

anak, ada yang dengan pertolongan kerabat atau orang yang 

menggantikannya mengurusi anak. Orang buta juga dianggap lemah 

                                                           
 
23  Muhammad Fiqri, Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz 

Perspektif Mazhab Syafi’I, Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol. 2., No. 1., 2023, h. 143 
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memegang hadhanah karena tidak mampu mewujudkan tujuan 

hadhanah. 

4. Akhlak terpercaya: tiada hadhanah bagi orang yang tidak bisa 

dipercaya merawat dan membina akhlak anak, seperti orang fasik, 

pemabuk, pezina atau perbuatan haram lainnya. Malikiyah 

mensyaratkan tempat tinggal yang aman, tiada hadhanah orang yang 

rumah atau lingkungan sekitarnya penuh kefasikan karena di 

khawatirkan merusak anak atau hartanya dicuri dan dirampas.  

5. Islam: Artinya hadhanah diberikan kepada orang yang beragama 

Islam, jika murtad maka tidak berhak. 

6. Merdeka: Tiada hadhanah bagi orang yang tidak merdeka. 

Hadhanah tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya karena ia 

tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdi kepada 

tuannya.
24

 

4. Orang yang Berhak dalam Hadhanah 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, 

seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada 

pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu 

mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan 

agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari. Di 

samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk 

                                                           
 
24  Zulfan Efendi, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah), (Bintan : Stain 

(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Sultan Abdurrahaman Press, 2019), h. 30-33 
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melakukan tugas itu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pihak yang 

memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.
25

  

Jika seorang suami dan istri berpisah karena perceraian, dan sudah 

memiliki seorang atau lebih dari satu anak. Maka sang ibu yang 

mempunyai hak untuk melakukan hadhanah daripada sang ayah dari 

anak-anak tersebut. Selama sang ibu tersebut tidak memiliki 

sebab/alasan yang bisa mencegah atau menggugurkan sang ibu 

melaksanakan hadhanah. Mengapa sang ibu yang lebih di utamakan 

dalam melakukan hadhanah tersebut, karena ibu yang mampu 

melakukan hadhanah dan menyusi. Ibu juga lebih paham dalam  

mendidik anak nya, karena sang ibu memiliki kesabran dalam 

melaksanakan tugas tersebut, dan bapak sulit mempunyai kesabaran 

yang besar dalam mendidik sang anak. Maka dari itu, demi 

kemaslahatan beersama, ibu lebih di utamakan dalam merawat sang 

anak tersebut.
26

 dan juga seorang perempuan yang memiliki sifat 

keibuan yang tidak bisa dimiliki seorang laki-laki merupakan hal yang 

penting untuk mengasuh anak yang belum dewasa. Ibu akan mengasuh 

anaknya dengan penuh kasih sayang karena darah dagingnya kelak 

dikemudian hari tidak ingin menjadi anak yang gagal.
27

 

                                                           
25  Irfan Islami, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) 

Kepada Bapak Pasca Perceraian, Jurnal Al – Qadau, Vol.6, No. 2, 201 9 , h. 5 
26 Hamdan Arief Hanif  dan Aulia Nissa Salsabila, Konsep Hadhanah Pasca Perceraian 

Dalam Perdata Islam, Journal Of Islamic Studies, Vol. 1., No. 2., 2022, h. 88 
27  Dudung Maulana, Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah, 

Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1., No. 1., 2023, h. 7 
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Meskipun secara fisik seorang laki-laki jauh lebih kuat 

dibandingkkan perempuan namun pada beberapa hal ibu jauh memiliki 

kemampuan yang tidak dimiliki oleh seoang suami.
28

 Jadi pemegang 

hak asuh anak yang berat itu adalah membutuhkan orang yang baik 

dalam aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan 

memelihara anak, sehingga semua aspek tersebut tidak bisa hanya 

didasarkan pada jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan semua 

aspek.
29

 

5. Masa Hadhanah 

Dalam buku zulfan menyatakan Hadhanah (pengasuhan) anak 

berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tidak lagi 

bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai tamyiz dan 

sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan 

membersihkan diri (mandi dan lainnya). Masa ini tidak dapat 

ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah tamyiz dan 

lepas dari ketergantungan.
30

  

 Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai 

bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz. Masa hadhanah 

akan berhenti (habis) bila anak kecil tersebut sudah tidak lagi 

memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri 

                                                           
28 Fawzia Hidayatul Ulya, Dkk., Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada 

Bapak, Jurnal Of Islamic Law And Civil Law, Vol.2., No. 1., 2021, h. 103 
29  Pathurrahman, Studi Perbandingan Antara  Mazhab Asy-Syafi’i Dan Ahmad Bin 

Hambal Tentang Hadhanah, Jurnal Darussalam, Vol. 3., No. 2., 2023, h. 240 
30 Zulfan Efendi, op.cit., h. 60 
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sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan 

pokoknya, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. 

dalam hal ini, tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.
31

 

Menurut mazhab Syafi‟i tidak ada batasan tertentu bagi 

pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama 

ibunya samapi ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama 

ibu atau ayahnya, kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia 

disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.
32

 

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa “Masa hadhanah 

berakhir (habis) bilamana telah berumur tujuh tahun bagi laki-laki dan 

sembilan tahun kalau ia perempuan”. Mereka menetapkan masa 

hadhanah perempuan lebih lama agar dia dapat menirukan kebiasaan-

kebiasaan kewanitaannya dari hadhanah (ibu pengasuhnya).
33

 Mazhab 

Hambali berpendapat bahwa masa ḥaḍānah anak laki laki berakhir 

ketika anak tersebut berumur tujuh tahun, pada usia tersebut ia 

dibolehkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya.
34

 

B. Hak Dan Kewajiban Orang Tua 

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti 

pada suatu akibat perceraian. orang tua masih berkewajiban untuk 

                                                           
 
31 Masadah, Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam 

Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak , Jurnal Dinamika, Vol. 5.,  No. 2., 2020, h. 75 
32  Achmad Muhajir, Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor 

Pendidikan Rumah), Jurnal SAP, Vol. 2., No. 2., 2017, h. 171 
33 Masadah, op.cit., h. 75 
34 Saifullah Bin Anshor, dkk., Hak Dan Batas Masa Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian 

Menurut Mazhab Syāfi’ī Dan Mazhab Hanbali, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2., No. 1., 2021, 

h. 531 



20 
 

 

melaksankan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi 

anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan 

kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh 

sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang 

terjadi terhadap kedua orang tua mereka.
35

 Kewajiban membiayai anak 

yang masih kecil ( belum baligh ) bukan hanya berlaku ketika ayah dan ibu 

masih dalam ikatan pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya 

perceraian.
36  hak asuh juga merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan 

oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan 

menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya.
37

 

Kaitannya dengan hakekat hak dan kewajiban antara orang tua 

dengan anak sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 45 dan 46 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga mengacu atau berlandaskan 

prinsip prinsip kepastian hukum. dengan kata lain hakekat mengenai hak 

dan kewajiban antara orang tua dengan anak harus mencerminkan prinsip 

kepastian hukum.  

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan 

segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib 

                                                           
35 Iksan, dkk., Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Jurnal Fundamental, 

Vol. 9., No. 1., 2020, h. 9 
36 Mohamad Faisal Aulia, Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat 

Perceraian, Jurnal Pro Justicia, Vol.2., No.1., 2022, h. 52 
37  Abdan Naafi Pasaribu, Pemberia Hak Hadhanah Kepada Ayah, Jurnal Hukum 

Keluarga, Vol. 9., No. 2., 2024, h. 32  
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memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Hal 

tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak 

untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk 

memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk 

membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Selama perkawinan 

bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai 

menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari 

kekuasaan orang tua.
38

  

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) 

mengatakan sebagai berikut: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang 

dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 

antara kedua orang tua putus. Artinya adalah bawah orang tua memiliki 

kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat: 

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah)  

2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)  

3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak 

mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus. 

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) mengatakan bawah: “Anak yang 

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

                                                           
 
38  Teuku Zulfikar Dan Muhammad Fathinuddin,  Hak Dan Kewajiban Orang Tua 

Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Journal Evidence Of Law, Vol. 2., No. 1 , 2023, h. 36 



22 
 

 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Artinya bahwa Kekuasaan orang 

tua untuk menjalankan kewajiban yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) 

pada saat anak:  

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau. 

2. belum pernah melangsungkan perkawinan Kekuasaan orang tua untuk 

mejalankan kewajibannya terhadap anak yang dimaksud pada pasal 45 

Ayat (1) tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) orang tua 

memiliki kewajiban sebagai berikut: “Orang tua mewakili anak 

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

Pengadilan.” Artinya: orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan 

hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam 

kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa 

atau belum pernah menikah.
39

 

C. Hak Anak Setelah Perceraian 

Anak ialah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua 

sebagai perhiasan dunia juga sebagai manifestasi atas cita-cita yang 

dibangun sebagai dasar terjadinya suatu pernikahan. Kehadirannya terus 

ditunggu di tiap perkawinan sepasang suami istri. Karenanya anak 

haruslah dijaga, diawasi, dilindungi, serta diberikan pendidikan, 

bimbingan, bantuan, perlindungan, pengarahan dengan sebaik-baiknya 

supaya dapat tumbuh serta berkembang dengan baik untuk terciptanya 

                                                           
 
39 Ibid., h. 37 
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generasi masa depan yang sholih, berakhlak, serta bermartabat.
40

 

dijelaskan dalam Surah Al-Isra‟ ayat 31 mengenai hak anak untuk hidup 

dan berkembang yaitu: 

ُْ   َلََ  لََدَكُمْ  احمَْخهُُ َْ أَِّبكُمْ   وشَْصُلٍُمُْ  وحَْهُ  امِْلََقٍ   خَؾَْٕتَ  اَ ْٕشًا بخِطْ ـ  كَبنَ  لخَْهٍَمُْ  انَِّ  ََ كَبِ  

Artinya: 

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada mu. 

membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
41

 

 

Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan 

tumbuh kembang tanpa kecuali, mereka harus dilindungi dengan tanpa 

mengurangi haknya sedikitpun. anak yang dalam kondisi orang tuanya 

telah bercerai maka terhadapnya tetap diberikan hak guna memperoleh 

pemeliharaan dari kedua orang tua secara adil menurut keputusan hakim. 

bahwasanya sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah 

menjamin perlindungan akan masa depan serta sejumlah hak anak, 

utamanya anak yang orang tuanya bercerai. Anak berhak mendapat 

jaminan bagi masa depannya, seperti biaya hidup, pengobatan dari orang 

tuanya serta biaya pendidikan. Anak yang orang tuanya bercerai, ialah 

pihak yang paling dirugikan, bisa dipastikan bahwasanya anak dapat 

mengalami tekanan psikologis yang bisa berpengaruh kepada masa 

depannya, sehingga anak harus memperoleh perhatian, utamanya dari 

lembaga peradilan bisa menjamin sejumlah hak anak serta yang terbaik 

untuk anak, bila sejumlah hak tersebut diabaikan, bisa dilakukan upaya 

                                                           
40 Luluk Septaniar Triyanita Dan Paramita Prananingtyas, Hak Anak Akibat Perceraian 

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Notarius, Vol. 16., 

No. 2., 2023, h. 855 
41 Kementerian Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya , op. cit., h. 285 
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hukum melalui permohonan eksekusi putusan pengadilan yang 

diabaikan.
42 

Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang 

Perkawinan Dalam Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:  

a. Baik ibu ayahnya tetap berkewajiban memelihara serta mendidik 

anaknya semata-mata menurut kepentingan anak bilamana terdapat 

perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memberikan 

keputusan.  

b. Ayah yang bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pendidikan serta 

pemeliharaan yang dibutuhkan anak tersebut; bila ayah dalam 

prakteknya tak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa 

menentukan bahwasanya ibu turut memikul biaya tersebut.  

c. Pengadilan bisa mewajibkan ke bekas suami guna memberi biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas 

istri.
43

 

Hal ini juga terdapat kewajiban orang tua terhadap anak dalam 

Undang-Undang No 35 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

                                                           
 
42 Luluk Septaniar Triyanita Dan Paramita Prananingtyas, loc.cit. 
43 Undang-Undang  No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  Pasal 41 
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b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak  

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 

pada anak.
44

  

Lalu diatur juga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan, dalam kasus terjadinya perceraian:  

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua 

belas) tahun ialah hak ibunya.  

b. Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan ke anak guna 

memilih diantara ayah atau ibunya selaku pemegang hak 

pemeliharaannya.  

c. Biaya pemeliharaan dipikul oleh ayahnya.
45

 

Pemenuhan kebutuhan pendidikan sangat penting dalam 

kelangsungan hidup anak setelah perceraian orangtuanya yang menjadi 

salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena itu kelangsungan 

pendidikan menjadi tanggung jawab orangtua yang dibebankan oleh 

pengadilan. Orangtua harus mengawasi dan menjamin pendidikan anak 

agar tidak terlantar baik dari segi pembiayaan pendidikan, kebutuhan 

pakain sekolah, serta kebutuhan alat sekolah yang semestinya dipenuhi. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

dicantumkan hak-hak anak, Pasal 2 menyatakan : 

                                                           
44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 
45 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, loc.cit. 
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a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.   

b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan Negara yang baik dan 

berguna.   

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan.   

d. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
46

 

Pemenuhan kebutuhan Kesehatan anak juga menjadi salah satu 

unsur penting sehingga pemenuhan hak anak setelah perceraian tidak 

dikatakan terabaiakan. orang tua harus seringkali mengawasi kesehatan 

anak baik dari segi pertumbuhan, serta pola hidup anak dan psikisnya. 

pengawasan lingkungan juga orang tua harus tetap menjadi control social 

yang pertama bagi anak agar anak tetap merasakan perhatian dan terawasi 

dari orangtua nya, agar anak tidak berada dilingkungan yang kriminal 

ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum ataupun 

berdampak buruk untuk kehidupan anak. dan perlu ditegaskan lagi bahwa 

pada dasarnya pengasuhan didasarkan pada apa yang terbaik bagi anak.
47

 

                                                           
 
46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 
47 Moh. Iqbal Rifki Maulana Dan Melani Intan Safitri, Pemberian Hak Asuh Bersama 

Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Maslahah Mursalah,  

Jurnal Hukum Islam, Vol.13.,  No. 1., 2024, h. 101 
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Pada Konvensi Hak Anak, maka secara umum terdapat 4 (empat) 

klasifikasi hak-hak anak yang tujuannya adalah guna mewujudkan nilai 

dari prinsip Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest of Child) diantaranya 

adalah: 

1. Hak Untuk Kelangsungan Hidup  

Hak untuk kelangsungan hidup dalam hal ini mencakup hak 

untuk hidup dan juga kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. 

Bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya. Artinya bahwa orang tua wajib senantiasa 

mengawasi dan merawat anaknya dengan cara memberikan makanan 

dan juga minuman serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk tumbuh 

dan juga perkembangan serta kesehatan bagi sang anak hingga anak 

tersebut menginjak usia yang sudah dapat dianggap dewasa. 

2. Hak Terhadap Perlindungan  

Hak terhadap perlindungan yang dimaksud disini meliputi 

perlindungan dari adanya diskriminasi dan tindakan kekerasan yang 

dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi anak. Secara umum, Hak 

ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu terkait diskriminasi dan 

eksploitasi terhadap anak. Terkait diskriminasi maka dalam hal ini, 

setiap anak memiliki kedudukan yang setara dengan anak lainnya. 

Menjadi suatu hal yang terlarang apabila terdapat tindakan yang 

membeda-bedakan anak berdasarkan agama, suku, ras, dan budaya. 

Selain itu, perlakuan terhadap anak yang menyandang cacat juga harus 
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diperlakukan sama seperti anak pada umumnya. Maksudnya adalah 

bahwa anak yang menyandang cacat pun mempunyai hak yang sama 

dengan anak pada umumnya. Lebih lanjut, terkait eksploitasi anak, 

maka yang dimaksud adalah setiap anak memiliki hak untuk dapat 

berkumpul dengan keluarganya. Negara juga memiliki kewajiban 

untuk dapat melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki anak. 

Perlakuan orang tua yang semena-mena merupakan bentuk perlakuan 

terhadap anak yang salah dan tentunya atas hal tersebut, negara 

memiliki kewajiban untuk melindungi hak sang anak. 

3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang  

Hak untuk tumbuh dan berkembang yang dimaksud disini 

adalah hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak 

terkhususnya terkait pendidikan (formal dan non formal) dan juga 

standar kehidupan yang layak. Pendidikan menjadi suatu hal yang 

wajib diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya. Setiap anak 

berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti misalnya 

sang anak mendapatkan hak untuk menambah ilmunya dengan 

mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah baik tingkat dasar hingga 

menengah atas. Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada 

perkembangan, baik dari segi pola pikir anak maupun dari fisik sang 

anak. Tentunya tidak hanya sampai situ saja, terdapat hal penting 

lainnya yang juga patut untuk diperhatikan, yakni terkait 
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perkembangan secara mental, moral, sosial, dan juga spiritual dari sang 

anak. 

4. Hak untuk Berpartisipasi  

Hak untuk berpartisipasi yang dimaksud disini adalah terkait 

keterlibatan anak dalam hal menyatakan pendapatnya dalam segala hal 

yang mempengaruhi kehidupan dari sang anak tersebut. Hal tersebut 

akan dapat membentuk pola pikir sang anak bahwa setiap anak pun 

berhak untuk menyatakan pendapatnya sendiri. Jika melihat pada 

contoh nyata, maka ketika terjadi konflik seperti penentuan hak asuh 

anak, pendapat dari sang anak juga sudah sepatutnya untuk ikut 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan. 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak 

disebutkan secara jelas bagaimana kriteria dari apa yang dimaksud dengan 

kepentingan terbaik bagi anak. Namun, jika merujuk pada hak-hak yang 

telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Hak-hak 

tersebut pada dasarnya merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan 

kepentingan terbaik bagi anak. Dengan dipenuhinya hak-hak tersebut, 

maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa keseluruhan dari 

„kepentingan terbaik‟ bagi anak telah terpenuhi.
48

 dan semua hak yang 

                                                           
 
48 Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam 

Penentuan Hak Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada 

Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum 

Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan), Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 2., No. 

2., 2023, h. 5-6 
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telah dijelaskan diatas ini tetap berlaku ketika terjadinya konflik penentuan 

hak asuh anak.  

Dalam Islam konsep kepentingan terbaik anak menjadi prinsip 

utama dalam menentukan hak asuh pasca perceraian. Prinsip ini 

menekankan bahwa segala keputusan terkait anak harus 

mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan mereka, baik dari 

segi fisik, mental, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan dalam pasal 41 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, yang menyatakan bahwa orang tua tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik 

anak. dan dalam perspektif hukum Islam konsep kepentingan terbaik anak 

selaras dengan konsep maslahat (al-maslahah), yaitu pemeliharaan tujuan 

hukum Islam yang lima terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut 

maslahah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut 

mafsadat dan menolaknya disebut maslahah.
49

 

1. Menjaga Agama  

Anak harus mendapatkan pengasuhan yang tidak hanya 

memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membimbingnya dalam 

nilai-nilai ke Islaman Maka dibutuhkan pengasuh yang beragama Islam. 

2. Menjaga Jiwa 

                                                           
 
49 Nur Asiah, Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, Jurnal Syari‟ah dan Hukum, 

Vol. 18., No. 1., 2020. h. 123 



31 
 

 

Menjaga kondisi psikologis anak juga bagian penting dari 

ajaran agama Islam.
50

 

3. Menjaga akal  

Pendidikan menjadi faktor penting dalam perkembangan anak, 

sehingga hak asuh harus diberikan kepada pihak yang dapat memenuhi 

kebutuhan pendidikan anak. 

4. Menjaga keturunan 

Lingkungan pengasuhan harus mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan anak agar tidak mengalami penyimpangan moral. 

5. Menjaga Harta 

Anak  berhak mendapatkan hak finansial yang cukup untuk 

kebutuhannya, termasuk biaya hidup. 

Dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, maka hakim 

akan memperhatikan kemaslahatan anak secara menyeluruh. hal ini 

menunjukkan bahwa konsep maslahat tidak hanya menjadi dasar dalam 

penetapan hukum islam, tetapi juga relevan dalam implementasi hukum 

yuridis terkait perlindungan anak. 

D. Penelitian Terdahulu 

Agar terhindar dari kesamaan penilitian, maka tinjauan ini salah 

satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk 

                                                           
 
50  Miskari dan Hendra Gunawan, Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab 

Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/Pa Mpw 
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memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang 

memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti. 

Tinjuan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian 

yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, 

teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan 

orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti 

sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari 

plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti 

sebelumnya. Berdasarkan penelurusan penulis, berikut ini penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian penulis , yaitu: 

Pertama, skripsi Helwie Mumtazah, berjudul Analisis Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak 

(Menurut Teori Restorative Justice dan Hukum Progresif). Hasil penelitian 

ini adalah bahwa Berdasarkan teori restorative justice, putusan Mahkamah 

Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh menunjukkan bahwa 

dalam memutuskan perkara ini, penegak hukum belum 

mengimplementasikan teori restorative justice dimana penyelesaian 

sengketanya memuat rasa keadilan bagi seluruh pihak dan tujuannya 

adalah perdamaian seluruh pihak.  

  Terlihat dari ibu yang merasa tidak adil bahwa anaknya yang 

masih berumur 7 tahun ditetapkan hak asuhnya terhadap ayahnya 

berdasarkan dari pemeriksaan setempat, padahal ibu dianggap mampu 

mengemban tanggung jawab tersebut. Selain itu, ibunya juga mengalami 
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kesulitan untuk sekedar menemui anaknya yang berada dalam pengasuhan 

ayahnya.   

 Menurut teori hukum progresif, putusan Mahkamah Agung 

Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menunjukkan bahwa dalam 

memutuskan perkara ini, penegak hukum menerapkan hukum progresif 

belum secara maksimal. Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara 

hak asuh anak di bawah umur berbeda dengan ketetapan Pasal 105  

Kompilasi Hukum Islam. Namun, faktanya keadilan dan kebahagiaan para 

pihak belum tercapai secara menyeluruh.
51

 Jadi perbedaan skripsi antara 

helwie mumtazah dengan penulis adalah helwie mumtazah lebih meneliti 

teori restorative justice dan hukum progresif, sedangkan penulis meneliti 

berdasarkan hukum Islam dan hukum yuridis. 

 Kedua, Hasmaniar.H, berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang 

Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama  

Sengkang Kelas I B. Hasil penelitian ini adalah bahwa menunjukkan 

analisis dalam putusan hakim mengenai hak asuh anak bahwa tepat atau 

tidaknya suatu pertimbangan hakim itu kembali pada asas dibuatnya 

putusan. Putusan yang baik harus memuat alasan dan dasar putusan. 

Artinya itu putusan harus di buat secara sistematis dalam bentuk 

pertimbangan yang harus di pertanggung jawabkan secara hukum. Maka 

dari itu, pertimbangan hakim tersebut, harus memuat pasal tertentu dari 

peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 
                                                           

 
51

 Helwie Mumtazah, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014  

Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori Restorative Justice Dan Hukum Progresif), Malang, 2021. 
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yang dapat dijadikan dasar mengadili. Implikasi dari penelitian ini adalah  

1. Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dalam memeriksa 

perkara permohonan hak asuh anak (hadhanah) harus selalu menjaga 

keadilan. 2. Hakim juga harus selalu tetap teliti dalam memutuskan 

perkara mengenai hak asuh anak. 3. Pembuktian merupakan sarana untuk 

menemukan kebenaran.  

Dalam memeriksa bukti harus ada ketelitian hakim, oleh karena itu 

perlu adanya sikap yang bijak dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan 

oleh kedua belah pihak yang berkaitan mengenai  sengketa hak asuh anak 

(hadhanah).
52

 Jadi perbedaan skripsi antara hasmaniar dengan penulis 

adalah bahwa hasmaniar lebih meneliti bagian ketelitian hakim dalam 

memutuskan hak asuh anak sedangkan penulis meneliti analisis 

berdasarkan hukum Islam dan hukum yuridis tentang hak asuh anak pasca 

perceraian. 

Ketiga, Aidi Alfin berjudul Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah 

Umur Kepada Ayah Kandung. Hasil penelitian ini adalah hak asuh anak di 

bawah umur pasca perceraian secara regulasinya diberikan kepada ibu, 

namun hakim mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi faktor 

gugurnya hak asuh ibu terhadap anaknya. Dari empat putusan mencakup 

beberapa faktor yaitu, unmoral, murtad, dan tidak bertanggung jawab. 

dengan faktor-faktor tersebut bisa memberi dampak buruk apabila anak di 

bawah umur diasuh oleh ibu, maka hakim memutuskan hak asuhnya 

                                                           
 
52 Hasmaniar.H,  Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian  Hak Asuh Anak Akibat 

Perceraian  Di Pengadilan Agama  Sengkang Kelas I B, Makassar, 2017. 
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kepada ayah, karena sejatinya pengasuhan anak itu dalam pelaksanaannya 

harus mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak.
53

 jadi penulis 

menemukan perbedaan antara skripsi Aidi Alfin dengan penulis yaitu Aidi 

Alfin lebih membahas faktor-faktor gugurnya hak asuh ibu terhadap 

anaknya sedangkan penulis membahas analisis hukum Islam dan hukum 

yuridis tentang hak asuh anak pasca perceraian. 

Keempat, Diana Yulita Sari Berjudul Hak Asuh Anak Dibawah 

Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung 

Nomor 349 K/Ag/2006). Hasil penelitian ini adalah hak asuh anak yang 

jatuh kepada ayahnya dikarnakan seorang ibu yang sangat sibuk dengan 

pekerjaannya sehingga tidak ada tanggung jawab dalam mengasuh anak, 

tentunya putusan hakim adalah demi kepentingan dan perlindungan 

terhadap anak lebih diutamakan.
54

 Perbedaan skripsi antara diana yulita 

sari dengan penulis adalah diana yulita sari lebih meembahas tentang 

perlindungan anak saja sedangkan penulis membahas analisis berdasarkan 

hukum Islam dan hukum yuridis mengenai hak asuh anak pasca perceraian. 

Kelima, Andi Tenri Sucia Berjudul Kedudukan Hak Asuh Anak 

Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad 

Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah 

                                                           
53  Aidi Alfin, Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung, 

Jakarta, 2023. 
 

54  Diana Yulita Sari, Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara 

Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006). Jakarta,2010. 
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membuktrikan bahwa tidak semua perkara ḥaḍanah itu diberikan pada 

seorang ibu. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan yang  menunjukkan 

bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak  

dibandingkan dengan hukum Islam. Dalam KUH-Perdata peraturan 

mengenai hak asuh anak tidak dijelaskan secara rinci. Perbedaan konsep 

kedua hukum tersebut penulis membedakan ke dalam 3 bagian, yakni 1. 

Ketentuan dalam melakukan perceraian, 2. Ketentuan umur dalam hal 

pemeliharaan anak, 3. Orang Yang berhak memelihara anak. Selain 

perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan yang istimewa 

yang hanya terdapat dalam hukum Islam, yaitu hak asuh anak dalam hal 

perwalian hak ibu gugur jika terdapat beberapa hal yang merugikan 

kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad.
55

 

perbedaan skripsi Andi Tenri Sucia dengan penulis adalah di skripsi Andi 

Tenri Sucia yaitu gugurnya hak seorang ibu dalam hak asuh anak 

dikarnakan murtad atau pindah agama sedangkan penulis membahas 

tentang gugurnya hak seorang ibu dikarnakan lalai dalam mengasuh anak. 

 

                                                           
 
55 Andi Tenri Sucia, Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena 

Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Makassar, 2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau 

penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap 

buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan dipecahkan.
56

 oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan 

peneliti adalah kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

informasi dari perpustakaan-perpustakaan terkait putusan Pengadilan Agama 

Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg terkait tentang hak asuh anak 

pasca perceraian kemudian menganalisisnya melalui teori-teori yang 

diperoleh dari data-data tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, 

merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan 

makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.
57

 Sedangkan 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal 

yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, 

                                                           
 
56 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta 

: PT Rineka Cipta , 2006), cet. ke-1, h. 95-96. 
57  Moh Kasiram, Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang : UIN Maliki 

Press, 2010), cet. ke-2, h. 196.  
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motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan 

dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. 

Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode 

kualitatif, dengan analisis data bersifat kualitatif.
58

 

 Jadi maksud penelitian deskriptif-kualitatif adalah 

menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data 

dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar dapat 

membantu dalam memperkuat analisis tentang putusan Pengadilan 

Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg tentang hak asuh 

anak pasca perceraian. 

B. Sumber Data 

       Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun 

sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber 

data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau data siap yang 

tinggal diambil oleh peneliti, karena memang sudah tersedia, dari bahan 

bahan pustaka.
59

 

sumber data dibedakan dalam : 

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang. dalam tulisan ini diantaranya putusan 

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg. 

                                                           
 
58  Feny Rita Fiantika, dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sumatera Barat: Pt. Global 

Eksekutif Teknologi, 2022), cet. ke-1, h. 5 
59 Sulaiman Saat dan  Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, (Sulawesi Selatan : 

Pusaka Almaida, 2020), h. 84 
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b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder merupakan sumber 

pelengkap dari sumber hukum primer. Oleh karena itu, sumber hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang berisi 

informasi tentang hak asuh anak dan perceraian seperti buku buku 

yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini, undang-undang tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam 

serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier 

dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
 

oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, artikel dan lain sebagainya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini maka 

peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan. Proses 

pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan 

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, 

kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian 

ini.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode 

studi dokumentasi. Metode studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder.
60

 Studi 

                                                           
60 Ibid., h. 97 



40 
 

 

ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang 

tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.
61

penelitian ini menggunakan 

buku-buku yang berhubungan dan hukum-hukum islam yang berkaitan 

dengan perceraian dan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti 

kumpulkan untuk memungkinkan peneliti  menemukan temuan.
62

 maka 

dari itu didalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis melalui 

pendekatan kualitatif yakni setelah tahapan pengumpulan data, peneliti 

melakukan analisa data dengan teori dan bahan bacaan yang didapat, 

sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil sesuai dengan masalah yang 

diteliti.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis penulisan 

metode deduktif yakni memaparkan data-data yang bersifat umum, 

selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus dan 

menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai 

dengan data- data yang diperoleh Sehingga data yang diperoleh adalah 

data yang mampu menerangkan tema penelitian. 

                                                           
61  Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, 

( Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 43 
62 Feny Rita Fiantika, dkk., op. cit., h. 64 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang membahas tentang hak asuh 

anak pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum 

yuridis maka dapat di uraikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Melihat kepentingan terbaik anak maka hak asuh diberikan kepada 

pihak yang di anggap mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi 

anak, baik secara emosional,fisik, maupun finansial. Hakim pengadilan 

agama pasir pengaraian menetapkan hak asuh anak kepada ayah 

dikarnakan ibu dianggap tidak memenuhi salah satu syarat pengasuhan 

yaitu tidak amanah dan lalai dalam menjaga anak yaitu terbukti bahwa 

ibu menghalang-halangi ayah untuk bertemu dengan anak. Keputusan 

memberikan hak asuh kepada ayah menunjukkan bahwa pengadilan 

tidak selalu mengutamakan ibu dalam menetapkan pengasuh utama. 

keputusan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. 

2. Dalam hukum Islam mengatakan hak asuh anak yang belum mumayyiz 

itu diberikan kepada ibu dan lebih ditekankan perihal syarat-syarat 

untuk pengasuh anak terutama ibu. Jadi ketika ibu ingin mengambil 

hak asuh anak maka ia mengajukan gugatan dan juga harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai pengasuh anak. Dalam hukum yuridis hak asuh 

anak yang belum mumayyiz dalam artian kurang dari umur 12 tahun 
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akan diberikan hak asuh kepada ibu jika terjadi percerain namun 

terdapat syarat-syarat pengasuhan anak, jika tidak terpenuhi maka hak 

asuh gugur. Meskipun gugur bukan berarti hilang tanggung jawab 

orang tua terhadap anak. 

B. Saran  

Adanya permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh anak maka 

penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada lembaga yudikatif (hakim) dalam penegakan 

hukum terkait hak asuh perlu didukung dengan pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan, seperti memastikan pihak yang mendapatkan hak 

asuh menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.  

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan fokus tentang pola asuh dalam 

berbagai kasus perceraian atau masalah lainnya yang berkaitan dengan 

hak asuh anak.  

3. Diharapkan kepada orang tua lebih memperhatikan kepentingan 

terbaik bagi anak dalam proses perebutan hak asuh. Komunikasi yang 

baik antara kedua belah pihak perlu dibangun agar kebutuhan fisik, 

psikologis, dan emosional anak tetap terpenuhi meskipun terjadi 

perpisahan. 
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